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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Wibowo (2010), dalam Analisis Kelayakan Sarana Transportasi Khususnya 

Trotoar, yang mengambil lokasi penelitian di Pasar pakem, Sleman, Yogyakarta, 

membahas tentang kelayakan trotoar dengan melihat kepadatan jumlah pejalan kaki 

yang melalui trotoar. Hasil pengamatan di tinjau kembali berdasarkan Keputusan 

Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1993 dan Direktorat Jendral Bina Marga dalam 

Tata Cara Perencanaan Fasilitas Pejalan Kaki di Kawasan Pertokoan No.11/T/Bt/1995, 

hasil penelitian menunjukkan lebar jalur pejalan kaki yang dibutuhkan berdasarkan 

volume pejalan kaki (pejalan kaki/menit/meter) maksimal, hanya sebesar 1,5 meter. 

Hasil ini menunjukkan bahwa trotoar di pasar Pakem masih layak untuk digunakan.  

 Hananto (2011), dalam Penataan Ulang Trotoar terhadap Kenyamanan Pejalan 

Kaki, yang mengambil lokasi penelitian di Jalan Babarsari, Sleman, Yogyakarta, 

membahas tentang penataan ulang trotoar dengan melakukan pengamatan dan 

menghitung secara langsung jumlah pejalan kaki yang melintasi trotoar. Selain itu juga 

digunakan metode kuisioner, untuk memperoleh informasi dari responden tentang 

kenyamanan pejalan kaki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebar trotoar masih 

memenuhi syarat minimal yaitu 1,8 meter. Walaupun demikian masih ditemui 

beberapa masalah anatara lain, trotoar sebagai lahan parkir,peletakan rambu-rambu di 

trotoar, material trotoar yang rusak, trotoar terputus atau tidak menerus, ketinggian 
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kerb lebih dari 15cm, peletakan vegetasi dan street furniture berada ditengah trotoar, 

kemiringan trotoar lebih dari 2-4% kemiringan. Beberapa alternatif pemecahan 

masalah adalah penggunaan ramp bagi pejalan kaki dan kendaraan bermotor, 

pengaturan parkir dan PKL, penggunaan material kasar dan guiding block, penggunaan 

speed bump pada penyeberangan, pengaturan letak vegetasi dan street 

furniture,meneruskan trotoar yang terputus. 

Henrile (2014), dalam Evaluasi Pelayanan Fasilitas Pejalan Kaki, yang 

mengambil lokasi penelitian di ruas Jalan Laksda Adisucipto Yogyakarta, membahas 

tentang pelayanan fasilitas pejalan kaki berupa trotoar dan fasilitas penyeberangan 

terhadap pejalan kaki yang berada di kawasan Jalan Laksda Adisucipto tepatnya pada 

fasilitas pejalan kaki yang berada di depan Ambarukmo Plaza Yogyakarta. Penelitian 

ini dilakukan dengan cara melakukan pengukuran kondisi eksisting fasilitas pejalan 

kaki, pengumpulan data volume pejalan kaki, volume penyeberang jalan, dan volume 

kendaraan. Data yang sudah diperoleh kemudian dilakukan pengolahan berdasarkan 

peraturan-peraturan pemerintah dan syarat teknis yang berlaku di Indonesia. Dari hasil 

penelitian tersebut diperoleh lebar trotoar pada lokasi 1 dan 2 yang pada awalnya 

berukuran 1 meter harus dilakukan pelebaran menjadi 1,5 meter. Pada lokasi 3 lebar 

trotoar eksisting adalah 1,5 meter, kebutuhan lebar trotoar berdasarkan volume pejalan 

kaki adalah selebar 1,7 meter namun pelebaran pada lokasi ini tidak dapat dilakukan 

karena keterbatasan lahan. Pada lokasi 4 lebar trotoar eksiting sebesar 2,5 meter, lebar 

trotoar hasil perhitungan sebesar 1,6 meter sehingga trotoar masih mampu melayani 

kebutuhan para pejalan kaki. Pada lokasi 5 lebar trotoar eksisting selebar 3,5 meter, 
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lebar trotor hasil perhitungan sebesar 1,5 meter, sehingga trotoar masih mampu 

melayani para pejalan kaki, namun pada trotoar harus diberi ramp. Pada fasilitas 

penyeberangan yang awalnya berupa zebra cross harus ditingkatkan menjadi zebra 

cross yang dilengkapi dengan pelican crossing dengan lapak tunggu.  

Dalam penelitian ini, penulis mengambil penelitian dengan judul Evaluasi 

Pelayanan Fasilitas Pejalan Kaki dengan melakukan pengamatan terhadap pejalan kaki 

yang berada di jalan Urip Sumoharjo Yogyakarta. Pengamatan dilakukan dengan 

mengukur dimensi trotoar, volume pejalan kaki, kecepatan pejalan kaki, platoon 

pejalan kaki, volume penyeberang jalan, dan volume kendaraan yang melintas. Untuk 

memudahkan pengambilan data, daerah penelitian sepanjang 150 meter dibagi kedalam 

3 lokasi pengamatan, dengan panjang 50m/lokasi. Hasil dari pengamatan yang 

dilakukan, akan di evaluasi berdasarkan literatur berupa peraturan pemerintah yang 

berlaku dan dikeluarkan melalui dinas-dinas terkait, sehingga didapatkan kebutuhan 

fasilitas pejalan kaki yang sesuai dibutuhkan saat ini. 

2.2       Pejalan Kaki (Pedestrian) 

 Menurut Iswanto (2006), Pedestrian berasal dari Bahasa Yunani yaitu pedos 

yang berarti kaki. Pedestrian dapat diartikan sebagai pejalan kaki atau orang yang 

melakukan perpindahan dari suatu tempat sebagai titik tolak ke tempat lain dengan 

berjalan kaki. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 1993, Pejalan kaki 

harus berjalan pada bagian jalan yang diperuntukan bagi pejalan kaki, atau pada bagian 

pejalan kaki, atau pada bagian jalan yang paling kiri apabila tidak terdapat bagian jalan 
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yang diperuntukan bagi pejalan kaki, serta menyeberang ditempat yang telah 

ditentukan. 

2.2.1    Definisi Pejalan Kaki 

 Pejalan kaki adalah orang yang melakukan aktifitas berjalan kaki dan 

merupakan salah satu unsur pengguna jalan. (Keputusan Dirjen Perhubungan Darat : 

SK.43/AJ 007/DRJD/97). Undang-undang No.22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan (2009) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pejalan kaki adalah setiap 

orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan. Sedangkan menurut Listianto (2006) 

pejalan kaki sebagai istilah aktif adalah orang yang bergerak atau berpindah dari suatu 

tempat titik tolak ke tempat tujuan tanpa menggunakan alat lain, kecuali mungkin 

penutup/alas kaki dan tongkat yang tidak bersifat mekanis. Sehingga dapat diambil 

kesimpulan bahwa pejalan kaki merupakan setiap orang atau manusia yang melakukan 

suatu kegiatan pergerakan atau sirkulasi perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain 

dengan dengan berjalan kaki.  

 Dirjen Perhubungan (1993), menyatakan bahwa pejalan kaki merupakan suatu 

bentuk transportasi yang penting di daerah perkotaan. Berjalan kaki merupakah 

kegiatan yang cukup esensial dari sistem angkutan dan harus mendapatkan tempat yang 

selayaknya. Perjalanan dengan menggunakan angkutan umum selalu diawali dan 

diakhiri dengan berjalan kaki, sehingga sangat penting sekali untuk dapat memberikan 

pelayanan fasilitas yang nyaman bagi pejalan kaki agar dapat meningkatkan minat 

masyarakat untuk beralih menggunakan angkutan umum. 
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2.2.2    Jenis Pejalan Kaki 

 Terdapat empat jenis pejalan kaki Menurut Rubenstein (1978), yaitu sebagai 

berikut. 

1. Pejalan kaki penuh (Berjalan kaki dari tempat asal menuju tempat tujuan). 

2. Pejalan kaki pemakai kendaraan umum (Berjalan kaki dari tempat asal menuju 

tempat pemberhentian kendaraan umum). 

3. Pejalan kaki pemakai kendaraan pribadi dan kendaraan umum (Berjalan kaki dari 

tempat parkir kendaraan pribadi menuju tempat pemberhentian kendaraan umum). 

4. Pejalan kaki pemakai kendaraan pribadi penuh (Berjalan kaki dari tempat parkir 

kendaraan pribadi menuju tempat tujuan). 

2.2.3    Keragaman Pejalan Kaki 

 Rubenstein (1978) juga menjelaskan bahwa tujuan kegiatan berjalan kaki dapat 

dikelompokkan sebagai berikut. 

1. Berjalan kaki untuk menuju ke tempat kerja atau perjalanan fungsional, seperti 

berjalan kaki menuju tempat kerja dan melakukan pekerjaan bisnis. 

2. Berjalan kaki untuk belanja dan tidak terikat waktu, dapat dilakukan dengan 

perjalanan santai dan biasanya kecepatan berjalanan lebih rendah dibandingkan 

dengan perjalanan fungsional. 

3. Berjalanan kaki untuk keperluan rekreasi, dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan 

santai. Untuk menempatkan kegiatan tersebut diperlukan fasilitas yang bersifat 

rekreatif seperti tempat berkumpul dan bercakap-cakap. 
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2.2.4    Karakteristik Pejalan Kaki 

Beberapa karakteristik pejalan kaki secara umum antara lain sebagai berikut. 

1. Kecepatan Pejalan Kaki, merupakan kecepatan rerata pejalan kaki yang dinyatakan 

dalam satuan m/detik. 

2. Arus Rerata Pejalan Kaki, merupakan jumlah pejalan kaki yang melintasi suatu titik 

dalam suatu satuan waktu tertentu, biasanya dinyatakan dalam pejalan kaki/15 

menit (Ped/15mnt). 

3. Tingkat Arus Pejalan Kaki, merupakan arus rerata pejalan kaki per satuan lebar 

efektif jalur jalur jalan. Dinyatakan dalam satuan pejalan kaki per menit per meter 

(Ped/mnt/m). 

4. Platoon, didefinisikan sebagai jumlah pejalan kaki yang berjalan bersama dalam 

satu grup, umumnya tanpa unsur kesengajaan. 

5. Kepadatan Pejalan Kaki, merupakan jumlah rerata area jalan atau area antrian yang 

dinyatakan dalam satuan pejalan kaki per meter persegi (Ped/m2). 

6. Ruang Pejalan Kaki, merupakan daerah rerata yang dibutuhkan tiap pejalan kaki 

yang dinyatakan dalam satuan meter persegi per pejalan kaki (m2/Ped). 

2.2.5    Kebutuhan Ruang Pejalan Kaki 

 Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 03/PRT/M/2014 Tentang 

Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan 

Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan, kebutuhan ruang pejalan kaki berdasarkan 

dimensi tubuh manusia saat berdiri dan berjalan dihitung berdasarkan dimensi tubuh 



 

 

15 

 

manusia, dimensi tubuh yang lengkap berpakaian adalah 45 cm untuk tebal tubuh 

sebagai sisi pendeknya dan 60 cm untuk lebar bahu sebagai sisi panjangnya. 

 
Sumber : Literature review Highway Capacity Manual,2000 

Gambar 2.1 Syarat Minimum Ruang Seseorang berdiri Tegak 

 Berdasarkan perhitungan dimensi tubuh manusia, kebutuhan kebutuhan ruang 

minimum pejalan kaki adalah sebagai berikut : 

1. tanpa membawa barang dan keadaan diam yaitu 0,27 m2; 

2. tanpa membawa barang dan keadaan bergerak yaitu 1,08 m2;  

3. membawa barang dan keadaan bergerak yaitu antara 1,35 m2 – 1,62 m2. 

Kebutuhan ruang minimum untuk berdiri, bergerak, dan membawa barang dapat 

dilihat pada tabel 2.1 berikut. 
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Tabel 2.1 Kebutuhan Ruang Gerak Minimum Pejalan Kaki 

 
          Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, 2014 

 Kebutuhan ruang gerak minimum tersebut diatas harus memperhatikan kondisi 

perilaku pejalan kaki dalam melakukan pergerakan, baik pada saat membawa barang, 

maupun berjalan bersama (berombongan) dengan pelaku pejalan kaki lainnya, dalam 

kondisi diam maupun bergerak sebagaimana gambar berikut.  
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Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, 2014 

Gambar 2.2 Kebutuhan Ruang Pejalan Kaki  

2.3       Fasilitas Pejalan Kaki 

 Menurut Keputusan Dirjen Bina Marga (1999) Mengenai Pedoman 

Perencanaan Jalur Perjalanan Kaki Pada Jalan Umum, yang dimaksud dengan fasilitas 

pejalan kaki adalah seluruh bangunan pelengkap yang disediakan untuk pejalan kaki 

guna memberikan pelayanan demi kelancaran, keamanan dan kenyamanan, serta 

keselamatanh bagi pejalan kaki. 
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 Menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 65 Tahun 1993 tentang 

Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam pasal 3 

menyatakan bahwa fasilitas pejalan kaki terdiri dari sebagai berikut.  

1. Trotoar, yang harus memenuhi persyaratan : 

a. lebar sesuai dengan kondisi lokasi atau jumlah pejalan kaki yang melalui atau 

menggunakan trotoar tersebut, 

b. memiliki ruang bebas diatasnya sekurang-kurangnya 2,50 meter dari 

permukaan trotoar. 

2. Tempat penyeberangan berupa zebra cross atau yang dinyatakan dengan marka 

jalan berupa 2 garis utuh melintang jalur lalu lintas dan/atau rambu lalu lintas yang 

menyatakan tempat penyeberangan pejalan kaki. 

3. Jembatan penyeberangan, memiliki lebar sekurang-kurangnya 2,00 meter dan 

tinggi jembatan penyeberangan bagian paling bawah sekurang-kurangnya 5,00 

meter dari atas permukaan jalan. 

4. Terowongan penyeberangan, memiliki lebar sekurang-kurangnya 2,00 meter dan 

tinggi bagian atas terowongan sekurang-kurangnya 3,00 meter dari lantai 

terowongan serta dilengkapi dengan lampu penerangan. 

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mendesain fasilitas pejalan 

kaki menurut Khisty dan Lall, 2003 adalah sebagai berikut. 
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1. Kenyamanan : Berupa perlindungan terhadap cuaca, pengaturan ruangan,    

  halte   transit, jembatan penyeberangan. 

2. Kemudahan : Jarak jalan, rambu petunjuk, kemiringan pada rampa, tangga   

  yang sesuai untuk lanjut usia, peta petunjuk, dan factor-faktor   

  lain yang memudahkan gerak pejalan kaki. 

3. Keselamatan : Pemisahan lalu lintas pejalan kaki dari lalu lintas kendaraan,   

  rambu-rambu lalu lintas yang melindungi nyawa pejalan kaki. 

4. Keamanan  : Penerangan, garis pandang, lingkungan bebas criminal. 

5. Ekonomi  : Minimalisasi keterlambatan perjalanan. 

2.3.1    Jalur Pejalan Kaki  

 Kriteria jalur pejalan kaki menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 

03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan 

Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan adalah sebagai 

berikut. 

1. Jalur pejalanan kaki adalah ruang yang digunakan untuk berjalan kaki atau berkursi 

roda bagi penyandang disabilitas secara mandiri dan dirancang berdasarkan 

kebutuhan orang untuk bergerak aman, mudah, nyaman dan tanpa hambatan. 

2. Jalur pejalan kaki ini merupakan ruang dari koridor sisi jalan yang secara khusus 

digunakan untuk area pejalan kaki. Ruas ini harus dibebaskan dari segala rintangan, 

berbagai objek yang menonjol dan penghalang vertikal paling sedikit 2,5 meter dari 
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permukaan jalur pejalan kaki yang berbahaya bagi pejalan kaki dan bagi yang 

memiliki keterbatasan indera penglihatan. 

3. Lebar jalan pejalan kaki bergantung pada intensitas penggunaannya untuk 

perhitungan lebar efektifnya. Jalur pejalan kaki ini setidaknya berukuran lebar 1,8 

hingga 3,0 meter atau lebih untuk memenuhi tingkat pelayanan yang diinginkan 

dalam kawasan yang memiliki intensitas pejalan kaki yang tinggi.  

4. Jalur yang digunakan untuk pejalan kaki di jalan lokal dan jalan kolektor adalah 1,2 

meter, sedangkan jalan arteri adalah 1,8 meter. Ruang tambahan diperlukan untuk 

tempat pemberhentian dan halte bus dengan luas 1,5 meter x 2,4 meter. 

5. Jalur pejalan kaki tidak boleh kurang dari 1,2 meter yang merupakan lebar 

minimum yang dibutuhkan untuk orang yang membawa seekor anjing, pengguna 

alat bantu jalan, dan para pejalan kaki. 

6. Jalur pejalan kaki memiliki perbedaan ketinggian dengan jalur kendaraan bermotor. 

Perbedaan tinggi maksimal antara jalur pejalan kaki dengan jalur kendaraan 

bermotor adalah 20 cm. 

2.3.2    Ruang Pejalan Kaki    

 Berdasarkan Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana 

dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan, ruang pejalan kaki dapat 

dibedakan menjadi beberapa bagian sebagai berikut. 

1. Ruang Pejalan Kaki di Sisi Jalan (sidewalk) merupakan ruang pejalan kaki yang 

berada di tepi jalan hingga tepi terluar kavling/persil baik yang ditinggikan maupun 

tidak. 
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             Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, 2014 

Gambar 2.3 Perspektif Ruang Pejalan Kaki di Sisi Jalan (Sidewalk) 

 

 
                    Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, 2014 

Gambar 2.4 Tampak atas dan Potongan Sidewalk  
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Pemasangan utilitas dan perabot jalan harus mempertimbangkan ruang bebas jalur 

pejalan kaki. Ruang pejalan kaki di sisi jalan hendaknya dibuat pada sisi luar bahu 

jalan atau sisi luar jalur lalu lintas dan dibuat sejajar dengan jalan. Ruang pejalan 

kaki di sisi jalan pada pemberhentian bus harus ditempatkan berdamping/sejajar 

dengan jalur bus, dapat ditempatkan didepan atau di belakang halte.  

2. Ruang Pejalan Kaki di Sisi Air (Promenade) merupakan ruang pejalan kaki yang 

salah satu sisinya berbatasan dengan badan air baik danau, laut, sungai, maupun 

kolam dan sisi lainnya berbatasan dengan jalan, tanaman dan/atau bangunan. 

Penyediaan ruang pejalan kaki di sisi air bertujuan agar pengguna jalur pejalan kaki 

dapat tetap berjalan pada lokasi yang berbatasan dengan badan air, baik untuk 

melintasi maupun keperluan lain. 

 
   Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, 2014  

Gambar 2.5 Perspektif Ruang Pejalan Kaki di Tepi air (Promenade) 
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                     Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, 2014 

Gambar 2.6 Tampak atas dan Potongan Promenade 

3. Ruang Pejalan Kaki di Sisi Bangunan (Arcade) merupakan ruang pejalan kaki yang 

berdampingan dengan bangunan pada salah satu atau kedua sisinya.penyediaan 

ruang pejalan kaki di sisi bangunan pada umumnya berada di kawasan perdagangan 

dan perkantoran. 
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   Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, 2014 

Gambar 2.7 Perspektif Ruang Pejalan Kaki di Sisi Bangunan (Arcade) 

 

 
   Sumber : Dinas Penataan Ruang Nasional, 2007 

Gambar 2.8  Tampak atas dan Potongan Arcade 

  




